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AKHIRNYA pemerintah menaikkan harga BBM. Semula pemerintah
tidak memilih opsi ini untuk mengatasi tekanan kenaikan harga BBM
dunia.

Awalnya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang menawarkan
kenaikan harga BBM karena menganggap tawaran pemerintah
membatasi pemakaian BBM secara teknis sulit diterapkan. Tapi,
justru kedua opsi ini akan dilaksanakan pemerintah dengan
pelaksanaan pembatasan pada September nanti.

Pemerintah menaikkan harga BBM walau banyak elemen masyarakat
menolak. Bahkan, kenaikan harga BBM melampaui usul Apindo yang
naik menjadi Rp5.000 untuk premium. Banyak kalangan masih
keberatan dengan kenaikan BBM karena menilai masih banyak
alternatif lain. Selalu saja setiap momen kenaikan harga BBM
menimbulkan masalah yang pelik.

Harusnya sudah ada pemikiran menyeluruh terhadap masalah BBM.
Kenaikan harga BBM yang selalu menimbulkan konflik ini hanya
merupakan pemecahan sesaat sebagaimana bom waktu yang setiap
saat dapat meledak.

Malah hal ini sudah sejak dini ditegaskan pemerintah melalui "iklan
kenaikan BBM" yang mengeksploitasi Pasal 14 UU APBN 2008
(Kompas, 24 Mei 2008). Bahwa bila terjadi perubahan harga minyak
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yang sangat signifikan maka pemerintah dapat mengambil langkah-
langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau
langkah-langkah lain untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008.

Kenaikan harga BBM belumlah memecahkan inti masalahnya.
Namun, membaca iklan tersebut yang juga secara tegas disampaikan
Menteri Keuangan saat pengumuman kenaikan harga BBM jelas
bahwa masalah pemerintah adalah mengamankan APBN.

Dan DPR sudah menyerahkan "kedaulatannya" kepada pemerintah
melalui pasal 14 tersebut. Dengan demikian, wajar bila pemerintah
mengabaikan aspirasi banyak pihak.

Justru masalahnya di sini. Seharusnya kebijakan publik bersifat
multi-purpose (banyak tujuan) dan berperspektif luas. Sebab,
pemerintah juga harus mengakomodasi kepentingan dunia usaha
dan masyarakat secara berimbang. Padahal dalam perspektif
masyarakat pun masih akan sangat beragam sesuai dengan tingkat
ekonomi dan lokasinya. Itulah tantangan pengambil kebijakan
publik.

Tanpa ingin lebih jauh menguak konflik seputar kenaikan harga
BBM, tulisan ini akan lebih menyoroti kenaikan harga BBM dan
dampaknya. Sudah terpola sejak lama bahwa kenaikan harga BBM
merupakan momentum kenaikan harga-harga. Dahulu karena
memang pemerintah sangat intervensionisEMDUL ®MDNM me
sehingga masyarakat memanfaatkan kebijakan pemerintah
menaikkan harga BBM sebagai momentum menaikkan harga.

Dampak yang langsung akibat kenaikan harga BBM adalah naiknya
ongkos angkut. Departemen Perhubungan memperkirakan kenaikan
5%--10%, tapi nyatanya di Lampung sudah ditetapkan antara 20%
dan 50%. Kenaikan ongkos sudah pasti akan menaikkan harga-
harga, ditambah lagi dengan kenaikan ongkos produksi akibat
komponen bahan bakar. Harga makanan diperkirakan naik 1%--5%,
sepatu 7%--8%, dan rumah 10%--15%. Tapi secara riil harga ini akan
naik lebih tinggi lagi, apalagi kenaikan ini sudah berlangsung sejak
ada isu naikanya harga BBM. Kenaikan harga-harga tersebut secara
akumulatif menyebabkan inflasi. Akibat kenaikan harga BBM, inflasi
akan mencapai diatas 11% bahkan Bl memperkirakannya di atas
12%, yang tahun sebelumnya sekitar 6%. Di Lampung inflasi
langsung akibat kenaikan BBM diperkirakan 1,56% dan secara
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keseluruhan akan lebih besar dari 2% (Dodi Gunawan, BPS
Lampung). Akibatnya beban hidup makin berat dan diperkirakan
jumlah orang miskin akan bertambah 19,01 juta (Pri Agung, Lembaga
Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi). Turunnya daya beli
masyarakat akan mengakibatkan terbatasnya pasar atau turunnya
permintaan. Belum lagi kenaikan biaya produksi dan meningkatnya
upah. Kalangan usaha memperkirakan kenaikan upah 5%--10%. Hal
ini akan mengakibatkan berkurangnya produksi. Tapi pekerja
mungkin akan menuntut lebih. Akibatnya, kegiatan produksi akan
berkurang dan ini berarti ada pengurangan pekerja. Tambahan
pengangguran akibat kenaikan harga BBM diperkirakan 18,61 juta
(Pri Agung). Di sisi lain, inflasi yang tinggi akan mendorong naiknya
tingkat bunga. Selama ini saja tingkat bunga sudah dikeluhkan
apalagi kalau naik. Akibatnya penyaluran kredit dan investasi akan
berkurang. Kini saja LDR (®RMDRV loan to depositeMDNM )
perbankan masih sekitar 60% sehingga sektor riil sulit berkembang.

Dengan demikian, perkembangan ekonomi akan terhambat.
Pertumbuhan ekonomi 2007 yang mencapai 6% saja belum mampu
menggairahkan ekonomi apalagi ada tekanan seperti ini. Untuk
mengurangi beban masyarakat, memang pemerintah telah
mencanangkan beberapa program, yaitu BLT (bantuan langsung
tunai) Rp14,1 triliun, ketahanan pangan dan raskin Rp4,1 triliun,
dan subsidi bunga kredit usaha rakyat Rpl triliun serta
penanggulangan kemiskinan Rp16,5 triliun. Harapannya dapat
mengatasi beban ekonomi masyarakat walau banyak pihak
meragukan dan tidak sependapat dengan cara yang ditempuh.

Pemerintah diharapkan bukan hanya mengurangi beban hidup,
melainkan juga dapat meningkatkan daya beli (pendapatan)
masyarakat. Peningkatan pendapatan harus ditempuh dengan
menggairahkan dunia usaha melalui penciptaan iklim usaha yang
sehat. Iklim usaha yang sehat ditopang oleh peraturan yang mudah
dan murah serta dukungan infrastruktur yang memadai. Masyarakat
butuh kelancaran transportasi sampai ke sentra-sentra produksi,
ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau, terjaminnya pasok
sarana produksi (pupuk dll), hilangnya pungutan dan beban ekonomi
lain yang mengakibatkan biaya tinggi (®MDRV high cost
economy®MDNM ). Dunia usaha butuh kepastian hukum dan
konsistensi kebijakan. Rasanya kebutuhan ini tidak berlebihan.
Pemerintah sudah merasa plong dengan menaikkan harga BBM,
kapan masyarakat merasa plong karena daya beli (pendapatan) naik.
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Semoga pemerintah tidak menjadi entitas yang berdiri sendiri
sehingga berada pada posisi berhadapan dengan dunia usaha dan
rakyat sendiri. Kita berharap pemerintah menjadi negarawan yang
selalu berada pada tiga kepentingan secara bersamaan yaitu rakyat,
dunia usaha, dan pemerintah. Semoga




